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Masalah lalu lintas ini sering dilihat dalam kehidupan sehari-hari adakalanya 
bahv1a si pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor selalu kurang 
111emperhatikan adanya rambu-rambu lalu lintas. Sebagaimana dik.etahui bersama 
mengenai pelanggaran ini Hukum Pidana telah menjangkaunya dimana secara jelas 
diatur dalam Buku III. Dimana dalam hal ini pelanggaran yang dimaksudkan adalah 
pelangsaran rambu lalu lintas yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 22 
Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana ketaatan para pemakai jalan 
terhadap peraturan lalu lintas dan upaya apa yang dilakukan untuk 
mena.1ggulanginya. Mengapa kasus-kasus kecelakaan lalu lintas sebagai delik pidana 
boleh diselesaikan di luar ketentuan pidana. 

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan peranan polisi dalrm 
mengurangi pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas sangat sentral sekali, 
dimana dengan kebijaksanaan yang diterapkan melalui kegiatan maupun bentuk
bentuk operasi yang dilakukan dapat meningkatkan disiplin lalu lintas serta 
pebnggaran terhCl.dap rabu-rambu lalu lintas. Pelaksanaan pemeriksaan perkara 
pelanggaran lalu lintas digolongkan dalam suatu sistem pemeriksaan cepat 
sebagaimana diatur Ji dalam PAsal 204 KUHAP. Rambu-rambujalan salah satu dari 
perlengkapanjalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan I atau perpaduan di 
antarnnya sebagai peringatan, larangam perintah clan petunjuk bagi pemakai jalan, 
yang terdiri dari : Rambu peringatan, Rambu larangan, Rambu perintah dan Rambu 
petunjuk. Penerapan saksi baik itu hukuman maupun denda pada praktek 
pelanggaran rambu-rambu lain lintas hanya merupakan sanksi deugan nilai 
maksimal, sehingga dalam prakteknya tidak pemah dikenakan. Seorang polisi harus 
sadar bahwa, dia merupakan pejabat resmi yang berperan sebagai pihak yang 
melayani kepaentingan dan tidak harus dilayani oleh umum. Oleh karena itu, maka 
polisi senantiasa harus sedapat mungkin men3hindari perbuatan paksaan dan 
kekerasan. Setiap penegak hukum di jalan raya, harus menolak segala pemberian 
hadiah yang cenderung mempeugaruhi sifat keputusannya. Dengan demikian 
pe•.1egak hukum me11y1dari bahwa pekerjaa:i yang diberikan oleh masyarakat. 
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